




c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Permohonan

Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu

pengajuan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Ill. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON 

a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara

persilisihan hasil Pemilihan adalah : a. pasangan calon Gubernur dan Wakil

Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota; atau, d. pemantau pemilihan dalam hal hanya

terdapat satu pasangan ca Ion.

b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28 Tahun 2024

tentang Penetapan Galon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Maluku Tengah bertanggal 22 September 2024; (vide-Bukti P-2)

c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 29 Tahun 2024

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Peserta Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 bertanggal 23

September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Galon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Maluku Tengah dengan Nomor Urut 2; (vide-Bukti P-3)

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau

Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota

dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

Perbedaan Perolehan Suara 

No. Jumlah Penduduk Berdasarkan Penetapan Perolehan 

Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota 

1. s 250.000 2% 

2. > 250.000- 500.000 1,5% 

3. > 500.000 - 1.000.000 1% 

4. > 1.000.000 0,5% 

e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah penduduk 440.848 jiwa.

Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak

adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap

akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah adalah sebesar 192.689

suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU

10/2016 antara Pemohon dengan pasangan ca Ion peraih suara terbanyak

adalah paling banyak 2% x 192.689 suara (total suara sah) = 3.853 suara.
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g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara
antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu
Pasangan Galon Nomor Urut 4 adalah sebesar 7 .839 suara.

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Galon
Nomor Urut 4 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran
pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa berupa kecurangan
dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum serta
melibatkan Aparat Sipil Negara (ASN) dan/atau kesalahan penghitungan
oleh Termohon.

i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya,
Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158
UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-VXl/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,
Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan
Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret
2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15
April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021
bertanggal 15 April 2021 ]. Bahkan dalam penyelesaian persilisihan hasil
pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158
UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan
Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan
hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah
dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain
vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18
Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal
18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021
bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP
XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor
97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah
Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan
Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].
Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda
keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon
memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan
keterpenuhaan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan
Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah
Nomor 43 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Maluku Tengah sebelum dibuktikan bersama-sama dengan
pokok permohonan, dalam Pemilihan Galon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.
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aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik /ndonesai, dan 

Tentara Nasional Indonesia; 

a. Pejabat badan usaha mi/ik negaralbadan usaha milik daerah;

b. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan

lainlperangkat Kelurahan;

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan

lainlperangkat Kelurahan.

5. Bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj.

Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku

Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024 (30 hari) sebelum

pemungutan dan peghitungan suara antara lain

1) Kecamatan Salahutu

2) Kecamatan T ehoru

3) Kecamatan Seram Utara Timur Seti

4) Kecamatan Seram Utara Timur Kobi

5) Kecamatan Banda

6) Kecamatan Kepulauan Banda

7) Sekretaris Kecamatan Banda

8) Sekretaris Kecamatan Kepulauan Banda

Di duga keras penggantian para camat tersebut untuk kepentingan

memenangkan pasangan Galon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor

Urut 4, terbukti dengan perolehan suara yang tinggi di peroleh oleh pasangan

Galon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 di wilayah kecamatan

yang baru dilakukan penggantian tersebut. (vide-Bukti P-11)

6. Bahwa penggantian 6 Camat dan 2 Sekretaris Kecamatan yang dilakukan Pj.

Bupati Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku

Tengah pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2024 (30 hari) sebelum

pemungutan dan peghitungan suara dalam pemilihan umum Bupatu dan

Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah bertentangan dengan ketentuan di

dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU 16/2010 yang menyebutkan:

1) "Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota

TNIIPOLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat

keputusan danlatau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan sa/ah

satu pasangan ca/on.

2) Gubemur atau Wakil Gubemur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota

atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)

bu/an sebelum tanggal penetapan pasangan ca/on sampai dengan akhir

masa jabatan kecua/i mendapat persetujuan tertulis dari Menteri".

7. Bahwa Keterlibatan Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib

Sahubawa, S.Pi.,M.Si di Kabupaten Maluku Tengah secara aktif untuk

mendukung dan memenangkan pasangan Galon Bupati Kabupaten Maluku
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Tengah Nomor Urut 4 semakin dikuatkan dengan adanya video Pj. Bupati 

Kabupaten Maluku Tengah Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi.,M.Si bersam-sama 
dengan 7 (enam) orang Aparatur Sipil Negeri (ASN) antara lain Kepala Dinas 

Kabupaten Maluku Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kota 

Masohi dan 1 Kontraktor melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara 
pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 pada salah 
satu ruangan di Pandopo Kabupaten Maluku Tengah. (vide-Bukti P-12) 

8. Bahwa setelah video video Pih. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kristen Trana Kecamatan Teon Nila Serua Sdr. Maurits Aihery, S.Pd NIP.
197103142005011009 yang mengumpulkan semua Guru ASN di ruang

Sekolah untuk memberitahukan pesan dari Kepala Dinas Pendidikan untuk

memilih dan memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku
Tengah Nomor Urut 4 tersebut tersebar, kemudian pada hari Senin tanggal
11 November 2024 lbu Fientje L. Wenno Jabatan Bendahara Sekolah dan

Kepala Perpustakaan SMP Kristen Trana di copot akibat dari beredarnya
video tersebut. Bahwa pencopotan lbu Fientje L. Wenno dari jabatannya

menguatkan bahwa keaktifan Pih. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Kristen Trana dalam memenangkan pasangan Calon Bupati Kabupaten

Maluku Tengah Nomor Urut 4 sangat masif terjadi di lingkungan Aparatur
Negeri Sipil (ASN) Kabupaten Maluku Tengah.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah di duga tidak independent dan
netral dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah. Hal tersebut
terlihat saat video Pih. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen

Trana yang secara aktif mengajak ASN untuk memenangkan pasangan
Ca Ion Bupati Kabupaten Maluku T engah Nomor Urut 4 tersebar Bawaslu
tidak mengambil Tindakan tegas atas kejadian tersebut.

10. Bahwa Panwas Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah di
duga juga tidak independent dan netral dalam melakukan pengawasan

terhadap peristiwa yang terjadi dalam video tersebut, sebab setelah Panwas
mendatangi lbu Fientje L. Wenno pada hari Senin tanggal 11 November 2024

di rumahnya di Desa lsu Kecamatan Teon Nila Serua berkaitan dengan

permintaan untuk kesediaan lbu Fientje L. Wenno sebagai saksi agar
memberikan keterangan atas beredarnya video tersebut. Faktanya setelah

kedatangan Panwas, lbu Fientje L. Wenno malah mengalami nasib yang tidak
baik yakni di copot dari jabatanya selaku Bendahara Sekolah dan Kepala
Perpustakaan SPM Kristen Trana walaupun belum di panggil untuk di dengar

keterangannya sebagaimana penyampaian Panwas saat bertemu lbu Fientje

L. Wenno di rumahnya. Bahwa lbu Fientje L. Wenno tidak hanya di copot dari

jabatannya tetapi juga dikucilkan dan di usir dari Sekolah Menengah Pertama

(SMP) Kristen Trana sehingga sekarang lbu Fientje L. Wenno sementara
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melaksanakan kewajiban mengajar dengan mengajar di SMPTK Waipia di 

Desa lsu Kecamatan Teon Nila Serua. 

11. Bahwa seharusnya Panwas memeriksa dan memberikan rekomendasi

berupa sanksi keras dan tegas sebagaimana dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku terhadap Pih. Kepala Sekolah Menengah

Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif mengajak Aparatur Sipil

Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Galon Bupati Kabupaten

Maluku Tengah Nomor Urut 4 sebagaimana di dalam video. Mengapa Pih.

Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Trana yang secara aktif

mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan pasangan Galon

Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 4 tidak periksa dan diberikan

rekomendasi berupa sanksi keras dan tegas terhadap perbuatan tersebut ?

atas sikap Panwas Kabupaten Maluku Tengah tersebut di duga keras karena

Panwas tidak independent dan netral pada pemilihan Galon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Maluku Tengah.

12. Bahwa pelanggaran dan kecurangan terjadi secara masif di 29 TPS yang

tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat

pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih 

sebagaimana pada tabel 

Tabel 1.1 

No. Negeri Kecamatan TPS Pemilih 

1. Hitu Mesing Leihitu 11 46 

2. Sepa Amahai 5 151 

3. Soahuku Amahai 2 14 

4. Tehua Telutih 2 79 

5. Wolu Telutih 3 25 

6. Laimu Telutih 1 2 

7. Haya Tehoru 1 63 

8. Tulehu Salahutu 1 5 

9 Mamala Leihitu 2 8 

10. Tamilouw Amahai 10 30 

29 423 

Bahwa adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan sebagaimana 

terlihat pada table 1.1 di atas adalah dengan cara Pemilih melakukan 

pencoblosan lebih dari satu kali menggunakan Surat Pemberitahuan 

Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model G. PEMBERITAHUAN-KWK atas 

nama orang-orang yang sudah pindah dan meninggal dunia untuk 

memenangkan paslon Galon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Nomor Urut 

4. (vide-Bukti P-13)
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13. Bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru tidak independent dan netral dalam
melakukan pengawasan dan penyenyelenggaraan Pemilihan Umum Buapti
dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 di mana terlihat
Panwas dan KPPS berkumpul dan melakukan foto Bersama dengan
pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4. Bahwa atas peristiwa tersebut

patut di duga bahwa Panwas dan KPPS Desa Tehoru juga secara aktif dalam
upaya pemenangan terhadap pasangan Calon Bupati Kabupaten Maluku
Tengah Nomor Urut 4. (vide-Bukti P-14)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon
memohon kepada · Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Tengah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, bertanggal 4
Desember 2024 pukul 18. 10 WIT;

3. Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku
Tengah Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah
Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024, yang benar menurut
Pemohon sebagai berikut:
No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara 

1. Mirati Dewaningsih dan Dani Nirahua 30.360 Suara 

2. Ibrahim Ruhunussa dan Liliana 54.222 Suara 

Aitonam 

3. Andi Munaswir dan Tina Tetelepta 54. 192 Suara
4. Zulkarnain Awat dan Mario Lawalata 53.915 Suara 

Total Suara Sah 192.689 suara 

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku
Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 29 TPS yang
tersebar di 10 Negeri dan 3 Kecamatan Kabupaten Maluku Tengah pada saat
pemungutan dan penghitungan suara adalah sebanyak 423 pemilih 
sebagaimana pada tabel 
Tabel 1.1 

No. Negeri Kecamatan TPS Pemilih 

1. Hitu Mesing Leihitu 11 46 

2. Sepa Amahai 5 151 

3. Soahuku Amahai 2 14 
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4. Iehua Telutih 2 79 

5. Wolu Telutih 3 25 

6. Laimu Telutih 1 2 

7. Haya Tehoru 1 63 

8. Tulehu Salahutu 1 5 

9 Mamala Leihitu 2 8 

10. Tamilouw Amahai 1 30 

29 423 

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku

Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau 

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya 

(ex aequo et bono). 

Hormat kami 
Kuasa Hukum Pemohon 

UMAR BANYAL, S.H 

MUHAMAD R. FADIRUBUN, S.H 
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